BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumya, dapat tarik kesimpulan: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana

Desa Di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

1.

Komunikasi

Dilihat dari  Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desatetapimasyarakatsendirikurang
berpartisipasi karenamasyarakatsangatkecewamengikuti kegiatan
perumusan kebijakan ADD Bukan itu saja, ketidaktahuan tentang
manfaat dari ADD yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada
setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang
baik. yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya
mempengaruhi implementasi  kebijakan adalah staf pelaksana,
dankemampuansumberdayamanusiabaik dilihat dari sumber daya
manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya

Disposisi

Implementasi kebijakan ADD dalam hal ini pelaksanaan belum optimal
dalam Komitmen pengelola dilihat dari penggunaan ADD yang hanya

ditujukan untuk penyelenggaraan desa saja yang meliputi peningkatan
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SDM aparat desa sampai pemenuhan peralatan kantor. Untuk pemerataan
pendapatan dan peningkatan swadaya rotong royong untuk masyarakat
masih kurang.

4. Struktur Organisasi

dilihat dari pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan
ADD sudahberjalan baik, karena penyusunan program pembangunan
sudahsesuaidenganteknisataupetunjukpemerintah
6.2 Saran
Berdasarkan simpulan dan konsep baru yang diperolen melalui
serangkaian aktivitas dalam penelitian ilmiah ini dapat disampaikan saran-
saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Perlu melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD
secararuting serta memberikan informasi kepada masyarakat secara
transparan

2. Perlu bantuan dana pendidikan formal dan pelatihan untuk pengelolaan
dana ADD, kepada Kepala Desa dan sekertaris desa serta aparat desa
lainya untuk peningkatan SDM, melalui bantuan dana pendidikan formal
serta pengadaan papan informasi dikantor desa.

3. Perumusan rancangan kerja desa harus betul-betul di jalankan secara
konsisten yang bebasis kepada pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

4. Pemerintah Desa perlu membangun koordinasi kepada semua pihak yang

ada di Desa Bajak.
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